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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengeksplorasi pendekatan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setelah reformasi perpajakan. Perumusan masalah fokus 

pada strategi yang diterapkan oleh badan tersebut. Metode penelitian kualitatif dengan evaluasi 

rasio efektivitas menggunakan data primer dan sekunder, terutama dari Badan Pelayanan Pajak 

Daerah Kota Malang. Pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dan analisis 

dokumen. Analisis hasil menunjukkan bahwa strategi kampanye sosialisasi Door to Door 

selama lima tahun terakhir berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengakui potensi 

signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran krusial dalam otonomi daerah, 

mencakup berbagai sumber ekonomi lokal yang dipungut sesuai regulasi daerah. Kategori 

PAD, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk dalam strategi meningkatkan 

kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks ini, pajak daerah seperti restoran, hiburan, reklame, 

penerangan jalan, pengambilan bahan galian, dan parkir menjadi integral dalam 

memperkuat Pendapatan Asli Daerah. Implementasi otonomi daerah berdampak langsung 

pada sistem keuangan di tingkat daerah, mendorong upaya meningkatkan PAD melalui 

pembagian pendapatan, pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lain yang sah. Dengan 

peran utama PAD sebagai indikator keuangan daerah, peningkatan PAD juga mendukung 

otonomi daerah. Reformasi perpajakan pada tahun 1984, mengubah sistem menjadi Self 

Assessment System, menjadi langkah penting dalam perbaikan sistem tanpa menambah 

beban wajib pajak. 

Reformasi perpajakan memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan tanpa 

menimbulkan beban berlebihan bagi wajib pajak. Meskipun kontroversial, kebijakan Tax 

Amnesty yang diperkenalkan pada tahun 2016 memberikan dampak positif pada kondisi 

fiskal negara kesatuan. Dampak positif juga dirasakan oleh pemerintah daerah, yang 

mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Langkah progresif dalam menerapkan 

sistem administrasi perpajakan modern, seperti Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu 

(SPAT) dan berbagai layanan e-system, juga telah diambil. Diharapkan bahwa pelayanan 

pajak yang terintegrasi, seperti One Stop Service, dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas secara keseluruhan. 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca reformasi perpajakan 

membutuhkan implementasi konsep perpajakan modern. Fokus pelayanan dan pengawasan 

oleh Badan Pelayanan Pajak menunjukkan perlunya perubahan struktur organisasi. 



 

 

 

 

Keberhasilan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak bergantung pada 

kepatuhan wajib pajak, pemotong/pemungut pajak, dan pegawai pajak. Peningkatan 

infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama untuk meningkatkan 

PAD dari sektor pajak. Oleh karena itu, penelitian terkait "Strategi Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Pasca Reformasi Perpajakan" akan memberikan wawasan mendalam 

tentang upaya yang diperlukan untuk memaksimalkan kontribusi sektor pajak terhadap 

PAD setelah perubahan signifikan dalam sistem perpajakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah strategi apa yang dapat 

diterapkan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) setelah reformasi perpajakan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi Badan Pelayanan Pajak 

Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

a) Bagi Instansi: 

1) Memberikan umpan balik yang berharga bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

layanan yang diberikan. 

2) Menjadi panduan strategis dalam pelaksanaan kebijakan di masa depan. 

b) Bagi Peneliti: 

1) Memberikan umpan balik yang berharga bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

layanan yang diberikan. 

2) Menjadi panduan strategis dalam pelaksanaan kebijakan di masa depan. 

c) Bagi Program Studi: 

1) Berfungsi sebagai referensi yang bermanfaat dan dapat dikembangkan untuk 

penelitian lebih lanjut.. 
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